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WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang
berbasis kinerja dibutuhkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja, dipandang perlu menetapkan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam
suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt)Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3247);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 44 Tahun 2016
tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh (Berita Daerah
Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN.......



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Kota adalah Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota
Banda Aceh.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
Seksi adalah Seksi pada Bidang Satuan Polisi Pamong
Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.

Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda
Aceh.

Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Satuan
Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda
Aceh.

Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada
Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh.

Pimpinan adalah Walikota, Wakil Walikota dan Sekda.

16. Kelompok......



16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka
menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

17. Analisis Jabatan adalah  proses pengumpulan,
pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan
menjadi informasi jabatan.

18. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi
mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.

19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.

20. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan
pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
fungsional yang tergambar dalam struktur wunit
organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai
dengan yang paling tinggi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Analisis Jabatan

Pasal 2

Maksud penyusunan Pedoman Analisis Jabatan adalah
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota dalam rangka
penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan
kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Pedoman Analisis Jabatan sebagai

panduan dalam rangka penyusunan kebijakan program:

a. pembinaan dan penataan kelembagaan, kepegawaian, dan
ketatalaksanaan;
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan; dan

c. evaluasi kebijjakan program pembinaan dan penataan
kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.



Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 4

Maksud penyusunan Pedoman Analisis Beban Kerja adalah
sebagai acuan bagi setiap perangkat daerah dalam
melaksanakan Analisis Beban Kerja sesuai dengan tugas dan
fungsi masing-masing.

Pasal 5

Tujuan penyusunan Pedoman Analisis Beban Kerja adalah
untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap
jabatan/unit kerja dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan meningkatkan kapasitas organisasi
yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.

Pasal 6

(1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan hasil analisis
jabatan dan analisis beban kerja pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pedoman bagi setiap pemangku jabatan struktural dan
pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah dalam melaksanakan tugas.

(3) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Walikota Banda Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Analisis
Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2019 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
AMINULLAH USMAN
Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal _ 1 September 2020 M
13 Muharram 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO
BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
~~ \KEPALA BAGIAN HUKUM
” SSEKRETARIAT DAERAH KOTA,#
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